BUPATI LUWU UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal
97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 199/PMK.07/2017 tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu
Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian
Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian
Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13359);
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Menetapkan :

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan
Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2017 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017
Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU
UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Bagian Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor
7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah , sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Tata cara perhitungan Alokasi Dana Desa bagian
masing-masing Pemerintah Desa sebagai berikut :

a. Alokasi Dana Desa dialokasikan dengan ketentuan:

1. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara
merata; dan

2. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara
proporsional berdasarkan jumlah penduduk
Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan
Desa, dan indeks kesulitan geografis;

b. Variable jumlah penduduk Desa, luas wilayah
Desa, dan angka kemiskinan Desa, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan
bobot:

jdih.luwuutarakab.go.id



1. 10% (Sepuluh per seratus) untuk jumlah
penduduk Desa;

2. 15% (Sepuluh per seratus) untuk luas wilayah
Desa;

3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka
kemiskinan Desa;

4. 25% (Dua Puluh Lima Per seratus) untuk
Indeks Kesulitan Geografis;

Rincian Alokasi Dana Desa, sebagaimana

dimaksud pada Ayat 2 dihitung dengan cara :

W = (0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)

Keterangan :
W = Dana Desa Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk desa Kabupaten
Luwu Utara

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Luwu Utara

23 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap
luas wilayah desa Kabupaten Luwu Utara

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG

Desa Kabupaten Luwu Utara.

Data Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kementerian yang berwenang atau Lembaga
yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di
Bidang Statistik.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah , sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

Tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah bagian masing-masing Pemerintah Desa
sebagai berikut :

a.

b.

Pajak Daerah dan Retribusi daerah dialokasikan

dengan ketentuan:

1. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara
merata; dan

2. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara

proporsional realisasi penerimaan hasil pajak
dan retribusi dari desa masing-masing.

Variable dari realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dihitung dengan ketentuan:
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1. Bobot dari persentase dari realisasi penerimaan
hasil Pajak masing-masing desa; dan

2. Bobot dari persentase dari realisasi Retribusi
Daerah masing-masing desa;

c. Rincian Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
Ayat (2) huruf a dihitung dengan cara :

Bobot Pajak Daerah sama dengan persentase
Realisasi Pajak PBB dikali Rasio persentase
Realisasi Pajak PBB setiap Desa terhadap total
persentase pajak PBB kabupaten Luwu Utara
ditambah persentase Realisasi Pajak lainnya dikali
Rasio persentase Realisasi Pajak Lainnya setiap
Desa terhadap total persentase pajak PPB
kabupaten Luwu Utara di bagi Jumlah Total Bobot
PBB dan Bobot Pajak Daerah;

d. Rincian Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) huruf b dihitung dengan cara :
Bobot Retribusi Daerah sama dengan persentase
Realisasi Retribusi Daerah dikali Rasio persentase
Realisasi Retribusi Daerah setiap Desa terhadap
total persentase Retribusi Daerah kabupaten Luwu
Utara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
R aakan ; pada tanggal, 19 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,
ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
ttd
ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 5
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